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SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN
Nomor: 008/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia, telah mencatat
dalam Buku Registerasi Laporan Dugaan Pelanggaran

Administrasi Pemilu, laporan dari: e===——--=mr==m-messss=te

Nama : ] KETUT TENANG.
No.KTP : NIK 5171030304720020.
pb’ , Alamat/Tempat . J1. Gn Payung BR, Dusun Umadui,
7 Tinggal Desa/Kel Padangsambian Kelod,

Kecamatan Denpasar Barat, Kota

Denpasar, Provinsi Bali.

Tempat,Tanggal lahir : Denpasar, 03-04-1972.
Pekerjaan/Jabatan . Wiraswasta/ Ketua Umum Partai

Rakyat

dengan laporan bertanggal 25 Oktober 2017, memberikan
Kuasa kepada 1) Mariyam Fatima, SH., MH. 2) Heryanto,
SH., MH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor
“MARIYAM FATIMAH AND PARTNERS” Beralamat di Office
Tower 88, Mall Kotakasablanka, level 38. Tower A, Jalan
Casabalnca Raya Kav. 88 Jakarta 12870. Berdasarkan
Surat Kuasa Nomor 010/MPH&PARTNERS/X/2017,
Tanggal 24 Oktober 2017, dan dicatat dalam Buku

Registerasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi



Pemilu Nomor 008/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017
selanjutnya disebut PELAPOR;--------------cccmmmmmmmm

MELAPORKAN

Arif Budiman, Ilham Saputra, Hasyim Asyari, Viryan,
Wahyu Setiawan, Evi Novida Ginting, Pramono Ubaid
Tantowi sebagai Ketua dan Anggota KPU RI, yang
beralamat di Jl. Imam Bonjol No.29 Menteng, Jakarta
Pusat, Kode Pos 10310, Telp: 021- 31937223, Faks: 021-
3157759, selanjutnya di sebut TERLAPOR; ------==cccccceuuev

b. bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan
Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai

berikut - e

1. uraian Laporan Pelapor

Bahwa Partai Rakyat mendaftarkan diri ke KPU tanggal
15 Oktober 2017, kembaliu datang melengkapi tanggal
16 Oktober 2017, dan tanggal 17 Oktober 2017. Bahwa
Partai Rakyat sudah menyerahkan berkas pendaftaran
[ lengkap sebagai berikut: =------=-mmmmmmmmee
a. surat pendaftaran yang ditandatangani oleh

Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibuat

dengan menggunakan (formulir Model F-PARPOL)

dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap

b. surat keterangan yang menyatakan Partai Politik
tingkat pusat telah terdaftar sebagai badan hukum,
yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia; -----======mmmemmmem e

c. surat pernyataan memiliki kepengurusan Partai
Politik di seluruh provinsi, tingkat Kabupaten/Kota
dan tingkat Kecamatan (formulir Model F1-Parpol)
yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik
tingkat pusat disertai cap basah, dilampiri: ----------
1) daftar susunan pengurus dan alamat Kantor

Tetap Partai Politik tingkat pusat; ------------------



2) daftar susunan pengurus dan alamat Kantor
Tetap Partai Politik tingkat provinsi; ---------------
3) daftar susunan pengurus dan alamat Kantor
Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota; -----
4) daftar susunan pengurus Partai Politik tingkat
kecamatan; -----======mm oo
. Salinan keputusan kepengurusan Partai Politik
tentang: —-—-----=mmm e
1) Pengurus Partai Politik tingkat pusat; -------------
2) Pengurus Partai Politik tingkat provinsi; dan-----
3) Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota
. Surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik
tingkat pusat tentang penyertaan keterwakilan
perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)
keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai
Politik tingkat provindi dan kabupaten/kota; --------
Surat pernhyataan memiliki anggota Partai Politik
paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000
(satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada
kepengurusan Partai Politik tingkat
kabupaten /kota; -=--======== -
. Rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik setiap
kabupaten/kota (softcopy Sipol dan hardcopy); ------
. Surat  keterangan domisili Kantor  Tetap
kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi
dan kabupaten/kota; --=======mmmmm e
Surat keterangan tentang pendaftaran nama,
lambing, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,

dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap

Salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas
nama Partai Politik timgkat pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota; -------===--mmmoe
. Salinan AD dan ART Partai Politik; -=--==-==-=cccceeeeev



l. Nama dan tanda gambar Partai Politik yang akan
digunakan dalam Pemilu dengan ukuran 10 x10 cm

(sepuluh kali sepuluh sentimeter) berwrna; ----------

Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017, jam 12 siang
ada telpon dari petugas KPU, mengatakan “ bisa atau
tidak datang jam 8 malam, disepakati jam 9 malam “.

&

Petugas tersebut juga mengatakan “ jika kita mulai
jam berapa saja dan sudah pukul 00.00 WIB,
pemeriksaan wajib dihentikan dan dianggap tidak
lolos”. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017 pukul
23.30 WIB, Petugas KPU langsung menyingkirkan
berkas Partai Rakyat dan mengatakan yang pada
intinya tidak perlu diperiksa karena Partai Rakyat
sudah tidak lolos , pada faktanya PKPI, PBB, dan
Partai Idaman masih diperiksa sam[ai dengan tanggal
18 Oktober 2017, namun berkas kami sudah
disingkirkan padahal masih ada partai politik lainnya
masih diperiksa. Penelitian terhadap berkas Partai

Rakyat terkesan asal-asalan. ----====-ccccccameeee_

KPU Menyandera Partai Rakyat dengan tidak
mengeluarkan Keputusan KPU terkait Partai Politik
yang tidak lolos Pendaftaran

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah
Jelas mengatakan bahwa gugatan ke pengadilan tata
usaha negara baru bisa dilakukan setelah
dikeluarkannya Keputusan KPU terkait lolos atau
tidaknya verifikasi Partai Politik. Sehingga sengketa
pemilu setelah tanggal 17 Februari 2018, hanya untuk
Partai Politik yang tidak lolos verifikasi. --=-=====ccceceeev
Pasal 470 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

mengatakan --------m-mm e

Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha
negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang

tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR,
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DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau
partai politik caton Peserta Pemilu, atau bakal
Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota. ---

Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara: ------
Huruf @ ------m e
KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak
lolos  verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik

Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Bahwa dengan tidak dikeluarkannya Keputusan tidak
lolosnya Pendaftaran sehingga Partai Rakyat tidak
dapat menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara,
padahal sudah ada kerugian hukum dari pengumuman
KPU yang tidak meloloskan Partai Rakyat yakni tidak
ikut verifikasi serta berimplikasi tidak ikut sebagai
Peserta Pemilu Tahun 2019. Komisioner KPU tidak
perlu mengatakan “silahkan saja Partai Politik yang
tidak lolos pendaftaran untuk menggugat KPU setelah
Keluar Keputusan tanggal 17 Februari 2017”, hal ini
informasi yang menyesatkan. KPU seakan enggan
mengeluarkan Keputusan KPU karena karena khawatir
digugat oleh Partai Politik yang tidak lolos pendaftaran.
Padahal bagi Partai Politik yang tiudak lolos
pendaftaran, Keputusan KPU menjadi Kepastian
Hukum dan memperpanjang upaya hukum yang bisa
dilakukan. ----======mcceme -

KPU sangat nyata dan jelas menggantung keberadaan
Partai Politik yang tidak lolos pendaftaran selama 3
bulan dalam ketidak pastian hukum. Partai Rakyat
yang tidak lolos pendaftaran tidak mendapatkan

kepastian hukum dengan tidak adanya Keputusan



KPU. Tidak ada Berita Acara pula yang menyatakan
lolos atau tidak pendaftaran. Hanya pengumuman-
pengumuman darl media saja, tanpa ada secarik

kertas formal Keputusan.-

. Terkait Lukman Edi (Fraksi PKB) dan Fandi Utomo
(Fraksi Demokrat) mendatangi KPU pada saat
pemeriksaan dokumen pendaftaran PKB dan

Demokrat

Menimbulkan pertanyaan besar kenapa Pengumuman
PKB dan Partai Demokrat lolos pendafataran oleh KPU
Bersama dengan Lukman Edi (fraksi PKB DPR RI),
Fandi Utomo (Fraksi Demokrat DPR RI), dan Ariza
Patria (Fraksi Gerindra DPR RI) ? tentu saja sebelum
pengumuman tersebut ada pertemuan dan
pembicaraan dengan Lukman Edi (Fraksi PKB) dan
Fandi Utomo (Fraksi Demokrat), menimbulkan
kecurigaan apa saja yang dibicarakan dalam
pertemuan sebelum PKB dan Demokrat diumumkan
lolos pendaftaran ? Tentu saja bisa mengelak dengan
mengatakan hal tersebut sebagai bagian tupoksi
Komisi II mengawasi Mitra dan KPU menghargai Komisi
II. Namun dalam kondisi PKB dan Demokrat sedang di
periksa dokumennya, seharusnya KPU menghindari
menerima Anggota Fraksi dari Partai Politik yang
sedang di periksa dan terkait apa yang diputuskan.
Dan anehnya pasca pertemuan tersebut “tidak ada
lagi Partai Politik yang dinyatakan Lolos
Pendaftaran”. Bagaimanapun Partai Politik yang ada di
DPR manganggap Partai Baru yang menjadi peserta
pemilu, sangat sulit bagi Partai Politik di DPR untuk
bersaing. Dan selama ini Komisi II melalui Fraksi yang
menjadi perwakilan Partai Politik sudah dikenal sering
mengintervensi KPU dalam setiap kebijakan, sebagai
contoh Mantan Komisioner KPU yang menguji pasal

terkait konsultasi ke Mahkamah Konstitusi karena



dianggap intervensi DPR di dalam Proses Konsultasi
Peraturan KPU. Kami ingin menekankan kepada
Penyelenggara Pemilu dengan mengutip pernyataan
Mantan Komisioner DKPP Dr.Nur Hidayat Sardini yang
sering mengatakan “Penyelenggara Pemilu harus
terlihat dan kelihatan Netral”. Tentu saja hanya KPU,
Anggota DPR yang bersangkutan, dan Tuhan yang tau

apa yang dibicarakan sebenarnya.--------------------------

. Terkait Formulir KPU yang asal-asalan dan

Amburadulnya Petugas KPU meneliti berkas dan
mengisi formulir ini

Bahwa ditemukan formulir Rekapitulasi
kelengkapan berkas dan pengisian formulir yang
asal-asalan dimana di dalam formulir yang diberikan
KPU kepada partai politik tidak tertib administrasi
dimana tidak ada stempel dan kop KPU serta tidak ada
penomoran dari masing-masing tanda terima tersebut.

Formulir yang asal-asalan ini menjadi dasar tidak

meloloskan pendaftaran Partai Politik ----------eseeenee-

Petugas tidak pernah meneliti berkas secara benar
lebih banyak mengobrol dibandingkan meneliti
berkas. Petugas juga mengisi sendiri Check List
dimana LO Partai membacakan, bisa sangat
mungkin Petugas tidak fokus dengan bukti-bukti
kesalahan di atas atau petugas KPU sengaja
melakukan kesalahan tersebut. LO Partai tidak
diberikan akses untuk melihat Check List namun

langsung disodorkan untuk tandatangan. ---------------

Pengisian Check List yang menentukan Partai
Rakyat lolos atau tidak pendaftaran menggunakan
pensil

Sangat ironis bahwa pengisian Check List yang
menentukan kelolosan pendaftaran Partai Rakyat

menggunakan Pensil. Pensil sangat mudah dihapus,



membuka peluang bagi Petugas KPU menghapus dan
mengganti keterangan berkas Partai Rakyat yang
sudah yang sudah lengkap menjadi tidak lengkap.
Ditambah lagi pengisian formulir hanya menggunakan

tanda centang (V) dan mudah dihapus. ---------------—---

. Formulir Check List tidak sesuai dengan Peraturan
KPU

Bahwa KPU tidak pernah mengatur keberadaan Check
List, di dalam Peraturan KPU setiap Partai Politik yang
menyerahkan berkas dan di teliti diberikan tanda
terima model formulir TT (Tanda Terima) dan TT Hp
(Tanda Terima Hasil Perbaikan). Pada faktanya Partai
Rakyat hanya diberikan Cheklist dimana isi Check List
menyerupal tanda terima.------------==-mmmmmmmommmeooo
Check List merupakan daftar control untuk memeriksa
sedangkan Tanda Terima merupakan bukti telah
terjadi serah terima berkas. -------=-mmmmmmmmmme o
KPU tidak punya perencanaan yang baik dengan
menyatukan antara serah terima berkas dengan proses
penelitian. Seharusnya KPU menyiapkan Tanda Terima
dan menyiapkan berita acara sebagai bukti proses
penelitian dan hasil penelitian berkas pendaftaran.
Menjadi rancu ketika muncul kreativitas dari KPU
mengubah tanda terima menjadi Check List yang isinya

menyerupai tanda terima. ---------=====mmmmmommemeo

. Bawaslu di dalam masa pendaftaran sudah 2 kali

mengingatkan KPU namun tidak ada perbaikan.

Partai Rakyat mencatat setidaknya Badan Pengawas

Pemilu sudah mengingatkan KPU sebanyak 2 kali

untuk 2 hal yakni:

1) Agar Sipol menjadi tidak wajib dan tidak menjadi
ukuran lolos atau tidaknya pendaftaran Partai
Politik. Hal ini diabaikan oleh KPU dan Petugas

yang melakukan penelitian berkas; --------------=-----


























































































































































































































































































































































































